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TAHUN 2006 SERIC

NOMOR 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang bahwa terminal angkutan penumpang merupakan salah satu sarana untuk
menunjang kelancaran dan ketertiban aktivitas transportasi dan
penumpang;
bahwa dalam rangka pemeliharaan sarana, peningkatan Kketertiban,
pembinaan, pengawasan dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal Angkutan
Penumpang;

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3480);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

10.

11.

P

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :
ERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas



10.

11.

12.

13.
14.

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang — undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka

Selatan

Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi tekhnis
Perhubungan dan Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan
atau pemotongan Retribusi tertentu.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dibayar oleh Wajib Retribusi.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra
atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan
pemberangkatan kendaraan umum.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi



15.

16.

17.

18.

19.

20.

dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah diterapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi .
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2



Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran
atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di

bidang pelayanan Terminal.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

, di bidang Terminal.

Pasal 4
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
dan atau menikmati pelayanan Terminal
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

dan atau menikmati pelayanan Terminal.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu

pemakaian fasilitas terminal angkutan penumpang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTURAL
DAN BESARNYA TARIF



Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta atau sejenisnya

yang beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8
(1) Retribusi Angkutan dipungut setiap kali masuk terminal sesuai dengan
jenis kendaraan dan besarnya tarif, sebagai berikut :
1. Angkutan Kota/Desa
a. Otolet/mobil (8 tempat duduk).................... Rp. 1.000,-
b. Bus kecil (8-12 tempat duduk).................... Rp. 1.500,-
c. Bus Kota (27 tempat duduk atau lebih)........ Rp. 2.000,-
2. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) :
a. Bus kecil (8-12 tempat duduk)..................... Rp. 1.500,-
b. Bus sedang (27 - 53 tempat duduk).............. Rp. 2.000,-
c. Bus Besar (54 tempat duduk atau lebih)...... Rp. 2.500,-
3. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) :
a. Bus kecil (8-12 tempat duduk).................. Rp. 2.000,-
b. Bus sedang (27 - 53 tempat duduk)............ Rp. 2.500,-
c. Bus besar (54 tempat duduk atau lebih)...... Rp. 5.000,-

4. Angkutan Khusus ( Karyawan dan taksi)

a. Otolet/mobil (8 tempat duduk).................... Rp. 2.000,-
b. Bus kecil (8-12 tempat duduk)................... Rp. 2.500,-
b. Bus sedang (27 - 53 tempat duduk)............ Rp. 3500,-

c. Bus besar (54 tempat duduk atau lebih)...... Rp. 5.000,-
(2) Retribusi ruang untuk toko, warung dan sejenisnya (tidak
PEIMANEN).....ciiiiiiiiiee et e e Rp. 2.000,-/hari
(3) Retribusi gedung (permanen) ..............cccceenenns Rp. 1500,-/hari
(4) Retribusi pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan kamar kecil.
a. Mandi/ buang airbesar ... Rp. 1.000,-/orang
b. Buang air KECil .......ccccceveiiiiiieiiceiiiieie e Rp. 500,-/orang



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi Terminal dipungut daerah berdasarkan tempat pelayanan jasa dan

fasilitas dan atau pelayanan diberikan didalam daerah.

BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 10
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)

pasal ini dilaksanakan oleh instansi tekhnis.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis sesuai urutan.

Pasal 12
(1) Penyetoran Retribusi Angkutan dimasukkan ke Kas Daerah oleh
Bendahara selambat-lambatnya pada akhir bulan.
(2) Penyetoran Retribusi Sewa toko, warung dan gedung serta
penggunaan kamar mandi dan kamar kecil dimasukkan ke Kas Daerah

oleh Bendahara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 13

Penyetoran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 14
(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran



(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
(3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIlI
MASA RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Masa retribusi angkutan adalah 1 (satu) kali masuk terminal
(2) Masa retribusi toko, warung dan gedung adalah 1 (satu) hari
(3) Masa retribusi pelayanan kamar mandi dan kamar kecil adalah setiap

1 (satu) kali pemakaian.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16
Blangko pendaftaran disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas,
lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan

mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

BAB X
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17
(1) Karcis Retribusi dicatat dalam buku retribusi Terminal
(2) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas

secara berurutan.

Pasal 18
(1) Besarnya penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku Retribusi
(2) Atas dasar Buku Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal



ini dibuat daftar penerimaan Retribusi

(3) Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi sesuai masa

Retribusi.

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanski administrasi berupa bunga 2% (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

@)

@)

®)

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari setelah sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib  retribusi harus
melunasi retribusinya yang terhutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh

Instansi Tekhnis.

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



@)

@)

(©)

4)

®)

@)

@)

Pasal 21
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang — kurangnya
menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  retribusi

disampaikan langsung atau melalui pos tercatat .

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos

@)

tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan retribusi.



(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang

@)

@)

@)

@)

retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya
retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 25

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

4)

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan  tindakan lain  yang perlu untuk  kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum

yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia,



Diudangkan di Toboali

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Desember 2006

BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd

JUSTIAR NOER

pada tanggal 20 Desember 2006



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C
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